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Abstrak. Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia merupakan dinamika yang kompleks, melibatkan aspek
kolaborasi dan konflik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara birokrasi sebagai pelaksana
kebijakan dan politik sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia, kolaborasi antara
birokrasi dan politik seringkali diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, konflik
juga kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, intervensi politik dalam pengambilan keputusan administratif,
serta praktik politisasi birokrasi yang mengurangi profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur, regulasi, serta studi kasus yang relevan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan birokrasi dan politik sangat bergantung pada keseimbangan antara
otonomi birokrasi dan akuntabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang berfokus pada
peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme birokrasi, serta penguatan sistem demokrasi untuk
mengurangi potensi konflik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya me nciptakan
sinergi yang lebih baik antara birokrasi dan politik di Indonesia

Kata Kunci: birokrasi, politik, kolaborasi, konflik, Indonesia.

Abstract. The relationship between bureaucracy and politics in Indonesia is a complex dynamic, involving aspects of
collaboration and conflict. This article aims to analyze the interaction between bureaucracy as a policy implementer
and politics as a decision maker. In the context of the democratic system in Indonesia, collaboration between
bureaucracy and politics is often needed to realize effective governance. However, conflicts also often arise due to
differences in interests, political intervention in administrative decision-making, and the practice of politicizing
bureaucracy that reduces the professionalism and neutrality of state civil servants. This study uses a qualitative
approach by reviewing relevant literature, regulations, and case studies. The results of the analysis show that the
success of the relationship between bureaucracy and politics is highly dependent on the balance between
bureaucratic autonomy and political accountability. Therefore, bureaucratic reform is needed that focuses on
increasing the capacity, integrity, and professionalism of the bureaucracy, as well as strengthening the democratic
system to reduce the potential for conflict. This article is expected to contribute to efforts to create better synergy
between bureaucracy and politics in Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara birokrasi dan politik memiliki peran penting dalam menentukan kualitas tata
kelola pemerintahan. Di Indonesia, interaksi antara kedua elemen ini tidak dapat dipisahkan, terutama
dalam konteks sistem demokrasiyang terus berkembang. Birokrasiberfungsisebagai pelaksana kebijakan
publik, sementara politik bertindak sebagai pengarah kebijakan melalui proses legislatif dan eksekutif.
Idealnya, hubungan ini bersifat saling melengkapi, di mana birokrasi bekerja secara profesional untuk
mewujudkan visi politik yang telah disepakatioleh masyarakat melalui proses demokrasi.

Namun, realitas menunjukkan bahwahubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia seringkali
dipenuhi oleh dinamika yang kompleks. Kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan
yang efektif dan responsif sering terhambat oleh kepentingan politik yang mendominasi. Di sisi lain,
konflik dapat muncul akibat politisasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya
profesionalisme dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Fenomenainitidak hanyaberdampak pada efektivitas
pelayanan publik, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Dalam konteks sejarah Indonesia, hubungan birokrasi dan politik telah mengalami berbagai
perubahanseiring dengan peralihan dari rezim otoritarian ke sistem demokrasi. Era Orde Baru, misalnya,
ditandai dengan birokrasi yang sangat terkooptasioleh kepentingan politik penguasa. Sementaraitu, era
reformasi memberikan peluang bagi birokrasi untuk lebih independen, meskipun tantangan politisasi
tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwahubungan antara birokrasi dan politik di Indonesiaterus bergerak
antara kolaborasi dan konflik.

Oleh karenaitu, penting untuk mengeksplorasilebih dalam dinamika hubungan iniguna memahami
faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi maupun konflik antara birokrasi dan politik. Kajian ini juga
menjadi relevan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menciptakan hubungan yang
harmonis antara keduanya, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan
berorientasi pada kepentingan publik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka
(review literatur). Menurut Creswell, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman
tentang konsep atau fenomena yang kompleks dari perspektif partisipan. Pendekatan ini menekankan
pengumpulan data deskriptif, sepertiobservasi, dan analisis dokumen. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini meliputi dokumentasi yang terkait dengan majalah, buku-buku kajian, dan perangkat
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan
cara mengkategorikan, mengelompokkan, dan membandingkan informasiyang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Hubungan Birokrasi Dan Politik Di Indonesia
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Hubungan politik dan birokrasi sudah lama di bahas oleh berbagai ilmuwan termasuk limu

Politik. Politik dan birokrasi lahir dan mendapat pengakuan daripara scientist berkat tulisan Woodrow

Wilson dengan judul, “The Study of Administratin” yang dimuat pertamakalioleh The Journal Political

Science Quarterly pada Tahun 1887. Menurut Wilson, perlu adanyailmu yang mengkaji mengenai

masalah administrasi dan membantumenerjemahkan kebijakan-kebijakan politik. Politik dan
administrasi harusdipisahkan karena keduanya memilikitugas yang berbeda. Pemisahan antarapolitik

dan administrasi dimaksudkan agar birokrasi politik dapat bekerjasecara profesional dalam melayani
kepentingan umum (publik interest) tanpadibebanioleh isu-isu politik (Kumorotomo, Wahyudi. 2005).

Politik dan birokrasi tidak dapat dipisahkan. Politik dan birokrasi harus saling mendukung
meskipun mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Di satu sisi, dua sifat yang berbeda dari dua
institusi ini memungkinkan ruang untuk kerja samayang baik, tetapidi sisi lain, ketika dua institusi ini
bekerjasama, adarasa perselingkuhanyang kuat. Institusiyang juga disebut sebagai pusat kekuasaan
adalah politik. Kekuasaan politik mencakup berbagai bidang, seperti pembuatan, penerapan, dan
evaluasi kebijakan publik. Meskipun birokrasi memiliki semua sumber dayanya, politik harus masuk
ke sistem kenegaraan sebagai aktor yang memimpin birokrasi melalui mekanime politik formal.
Akibatnya, birikrasi pemerintah selalu terlibat dalam kegiatan politik (Aziz dan Hidayat, 2016).

Saat ini, hubungan antara politik dan birokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
konteks sejarahnya. Hubungan itu dibentuk oleh sejarah yang telah mendahuluinya, bukan muncul
sendiri. Mempelajari sejarah politik-birokrasi Indonesia dapat membantu kita memahami birokrasi
modern, terutama politisasi birokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, melakukan
penelitian sejarah akan membantu kita memahami patologi birokrasi (patologi birokrasi) yang sering
melanda birokrasi publik di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Dwiyanto penting untuk
mempertimbangkan hubungan sejarah ketika melihat berbagaifenomenadan masalah yang muncul
dalam birokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya budaya pelayanan dalam
birokrasi Indonesia (Dwiyanto, Agus, dkk.. 2006).

Soekarno bertindak sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden setelah kekuasaan
Belanda berakhir di Indonesia. Sistem pemerintahan selalu berubah seiring dengan bangsa itu
berkembang. Indonesia memperbaiki pemerintahannya beberapa kali. Dimulai dengan sistem
presidensial dari 1945 hingga 1949, kemudian sistem Parlementer dari 1949 hingga 1950, dan kembali
ke sistem presidensial dari 1959 hingga sekarang. Setelah keluarnya Maklumat X wakil presiden
tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik, politisisasi birokrasi di era Orde Lama
dimulai. Karena hampir semua karyawan berafiliasi dengan partai politik, birokrasi publik sedikit
banyak dipengaruhi oleh peningkatan posisi tawar partai politik (Sinambela, dkk.. 2006). Birokrat-
birokrat lebih senangberpolitik praktis dan mengurusi partai politik, daripada melakukan
pelayanankepada publik, sehingga fungsi pelayanantidak berjalan sebagaimana mestinya pada
masa itu .

Selain itu, penerapan pemerintahan parlementer dan sistem politik yang mengikutinya pada
tahun 1950-1959 menyebabkan pergantian kabinet sering terjadi hanya dalam beberapa bulan.
Karena itu, birokrasi sangat terpecah secara politik. Birokrasi publik dipengaruhi oleh pergantian
menteri. Pada masa itu, politisasi birokrasi sangat kuat karena menteri-mentriyang berkuasa dengan
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leluasa mengangkat pejabat birokrasi dan pegawai pemerintah yang berasal dari partainya. Selain itu,
ideologi revolusi Soekarno memainkan peran penting dalam mempolitisasi birokrasi. Birokrasi
terpolitisasi karena keinginan Soekarno untuk mendorong seluruh bagian bangsa, termasuk birokrasi,
untuk mendukungrevolusiyang dia gagaskan. Ideologiini kemudian ditentang oleh Bung Hatta, yang
menginginkan birokrasi profesional dan berfungsi sebagai abdi negara sepenuhnya. Puncak dari
perbedaan pemahaman ini adalah mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden (Purwanto dan
Kumorotomo, 2005).

Selama Orde Baru, Soeharto meningkatkan otoritasnya dengan menggunakan istilah seperti
stabilitas, ketahanan nasional, pembangunan, dan monoloyalitas. Soeharto menggunakan
pendekatan developmentalisme, yang kemudian mendorongnya untuk memobilisasi seluruh
kekuatan yang ada saat itu—Golkar, militer, dan birokrasi—untuk mendukung program
pembangunan yang dia inginkan.Disebabkan oleh fakta bahwa birokrasi digunakan oleh pemerintah
sebagaialat yang efektif untuk memiliki ke ndali atas kehidupan politik rakyat, birokrasi terlibat dalam
pergulatan politik pemerintah. Ini sejalan dengan pendapat Kurniawan bahwa keinginan untuk
menciptakan stabilitas ekonomi selama Orde Baru telah menyebabkan dominasi politik dan
mengganggu netralitas birokrasi. Birokrasi menjadi bagian dari pertarungan politik dan bahkan
menjadisalah satu pilar kekuatan politik tertentu (Kurniawan, Agung. 2005). Dengan demikian
dapat diketahuibahwa selama rezim Orde baru berkuasatelah terjadi semacam konspirasi
antara pemerintah dan birokrasi untuk memperkokoh kekuasaan pemerintah.

Disamping itu, kebijakan monoloyalitas Orde Baru mendorong pertumbuhan politisasi
birokrasi di Indonesia. Untuk mendukung Golkar, yang tidak ingin disebut s ebagai partai politik tetapi
sebenarnya bepolitik, birokrasi dan militer dimobilisasi. PNS dan militer hanya diizinkan
menyampaikan aspirasi politik mereka kepada Golkar. Di Golkar, simpatisannya berasal dari tiga
sumber: fungsionaris Golkar, militer, dan birokrasi. Karena birokrasi publik dibutuhkan sebagai aktor
publik yang netral dan adil, hal ini menjadi dilematis. Namun, pada masa Orde Baru, politik
pemerintah telah mengganggunya, sehingga birokrasi digunakan untuk mendukung kemenangan
partai politik pemerintan (Yudiatmaja, 2015).

Pasca Reformasi, ikhtiar untuk melepaskan birokrasi dari kekuatan dan anasir-anasir politik
gencardilakukan. Kesadaran pentingnya netralitas birokrasimencuat terusmenerus. BJ Habibie, yang
saat itu menjadipresiden, mengeluarkan PP Nomor5Tahun 1999 (PP No0.5/1999), yang menekankan
PNS harus netral. Kalaupun PNS akan menjadi anggota parpol, maka harus tidak boleh aktif dalam
jabatannya. Bagian dari aturan yang sama juga mencakup unsur militer (TNI) dan kepolisian (Polri).
Setelah itu, gaung reformasi birokrasi selalu bergema di mana-mana. Aturan netralitas PNS itu
dikuatkan lagi dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 (Fakhruddin, 2012).

Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa Reformasi, tampaknya belum
sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Perkembangan birokrasi
kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi masih sering terjadi. Masih kuatnya kultur
birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan menempatkan masyarakat
sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi
menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam
penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa
Reformasi, walaupun dapat ditekan. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinyainefisiensi
pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering
terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah. Jumlah aparat birokrasi sipil yang
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terlampau besar merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap inefisiensi
pelayanan birokrasi, walaupun pemerintah sedang berusaha mewujudkan good govermence dengan
cara membentuk badan-badan yang dianggap perlu untuk menciptakan birokrasi yang baik, tidak
terbelit-belit, dan akuntabilitas yang tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), pembuatan E-KTP,
dan visi Indonesia dapat menerapkan birokrasi bersih pada 2025 belum mampu membuat kondisi
Indonesia menjadilebih baik, seakan-akan gaung yang diidamkan pasca-krisis 1998 tentang reformasi

hilang tidak berbekas (Aziz dan Hidayat, 2016).

B. faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kolaborasi maupun konflik antara birokrasi dan
aktor politikdi Indonesia

Hubungan antara birokrasi dan politik di Indonesia adalah kisah yang rumit dan penuh warna,
dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Salah satu hal yang paling mencolok adalah
kuatnya intervensi politik dalam struktur birokrasi. Birokrasi sering kali berada di bawah tekanan
kekuatan politik, terutama dalam penempatan jabatan. Akibatnya, sistem karier dan rekrutmen yang
seharusnya berbasis merit menjaditerganggu. Posisi strategis kerap diberikan bukan berdasarkan
kompetensi, tetapi karena loyalitas kepada partai penguasa. Hal ini tidak hanya menciptakan
ketidakstabilan, tetapijuga mengancam profesionalisme birokrasiitu sendiri.

Budaya kerjadalam birokrasi juga menjaditantangan besar. Pola pikir yang terlalu terpaku pada
aturan sering membuat birokrasi kehilangan fleksibilitas dan inovasi, sehingga pelayanan publik terasa
lambat dan tidak responsif. Ironisnya, meskipun ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
dirancang untuk menjaga konsistensi pelayanan, sering kali SOP ini dilanggar demi kepentingan
pribadi atau politis. Hasilnya adalah munculnya praktik-praktik seperti suap dan pungutan liar yang
semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Struktur organisasi birokrasi di Indonesia juga tidak luput dari permasalahan. Jumlah aparat yang
terlalu banyak sering kali menciptakan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam
pengambilan keputusan. Akibatnya, proses administrasidan pelayanan publik menjadilambat. Selain
itu, banyaknya birokrat yang kurang terampil memperburuk keadaan, karena mereka kesulitan
memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas (Ramli Mahmud dkk,
2022).

Regulasi dan kebijakan juga memengaruhi hubungan antara birokrasi dan politik.
Ketidaksinkronan antara berbagaiperaturan perundang-undangan sering membuatbirokrasi terjebak
dalam kerumitan hukum yang sulit diatasi. Upayareformasimemangtelah dilakukan, sepertidengan
hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan netral dari
intervensi politik. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, terutama karena
kurangnya evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Pengawasan dan
akuntabilitas adalah aspek lain yang tak kalah penting. Pengawasan yang lemah membuka peluang
bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Padahal, masyarakat semakin menuntut
transparansi dan akuntabilitas dari institusi pemerintah. Sayangnya, banyak birokrat yang masih
enggan untuk terbuka kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus
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menurun. Dibutuhkan reformasi sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah
penyimpangan-penyimpangan ini.

Dinamika sosial dan budaya juga turut berperan. Birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan
besar dari budaya lokal hingga pengaruh global seperti westernisasi. Perubahan sosial yang begitu
cepatmembutuhkan birokrasiyang adaptif dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secaralebih
baik. Namun, budaya patronase yang masih kuat di dunia politik sering memperkuat hubungan
transaksionalantara pejabat politik dan birokrat. Dukungan politik, misalnya, sering menjadiimbalan
atas dukungan administratif, yang pada akhirnya menghambat profesionalisme dan reformasidalam
birokrasi.

Jika kita melihat semuaini secara keseluruhan, jelas bahwa hubungan antara birokrasi dan politik
di Indonesia adalah sesuatu yang kompleks, penuh tantangan, tetapi juga penuh peluang untuk
perbaikan. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, semua pihak harus bekerja
bersama. Dibutuhkan reformasiberkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi
menciptakan sistem pemerintahan yangtransparan, akuntabel, dan benar-benarresponsif terhadap
kebutuhanrakyat.

Dalam tinjauan ilmu sosial, dapat disimpulkan bahwa manusia ada di muka bumi sebagai
pemimpin yang menunjang nilai kepemimpinan dengan tujuan membangun kemaslahatan hidup.
Menurut Stogdill kepemimpinan secara garis besar adalah seni meningkatkan kepatuhan, pengaruh
dan sebagai bentuk Tindakan persuasi. Wahyusumidjo juga mengutarakan pendapatkan
pendapatnya, bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk menduduki suatu
jabatan untuk mempengaruhisifat oranglain agar berpikir dan bertindak menuju hal yang positif yang
memberikan sumbangsih nyata pada lingkup organisasi (Saebani, 2018).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini, langkah-langkah strategis dapat
diambil untuk membangun birokrasiyang profesionaldan integritas tinggi. Hal ini bukan hanyademi
efektivitas pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat, memperbaiki citra birokrasi, dan memulihkan kepercayaan rakyat. Perubahan ini
mungkin tidak instan, tetapi dengan komitmen bersama, harapan untuk mewujudkan birokrasiyang
lebih manusiawidan berdaya saing tinggi bukanlah mimpi belaka.

C. upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan konflik antara birokrasi dan politik, serta
bagaimana keberhasilannya.

Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memilikifungsi untuk menyediakan berbagaijenis
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan publik yang terkait dengan
kesehatan dan pendidikan hingga pelayanan publik yang terkait dengan pemerintah jenis pengaturan
dan layanan tambahan untuk memenuhikebutuhan komunitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan
utilitas, antara lain. Pelayanan pemerintah Oleh karena itu, segala kegiatan dilakukan untuk
memenuhikebutuhan dasar. B erdasarkan hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan atau pelayanan manajemen yang disediakan oleh penyedia layanan yang
terkait untuk kepentingan umum (Latif, Adam., et al, 2019).

Fakta bahwa pelayanan publik di Indonesia belum berfungsidengan baik sering dibicarakan,
baik dalam literatur maupun penelitian. Permasalahan pelayanan publik yang buruk ini disebabkan
oleh banyak hal yang kompleks, mulai dari budaya. perusahaan yang tetap paternalistik, lingkungan
kerja yang tidak ramah terhadap perubahan zaman, sistem kompensasi yang buruk di birokrasi
Indonesia, dan mekanisme yang lemah akibat bagi aparat birokrasi, ketidakmampuan mereka untuk
melakukan tindakan pilihan, serta kurangnya komitmen pimpinan daerah untuk menyediakan
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pelayanan publik yang responsif, bertanggung jawab, dan jujur (Sahrir, Ramlah. 2022). Di masa
kemerdekaan wilayah yang memberikan kemampuan setiap kabupaten atau kota untuk mengelola
pemerintahannyasesuaidengan Selain itu, kebutuhan dan kepentingan daerahsendiriternyata tidak

dapat dicapai pelayanan publik yang berfungsidengan baik.

Kegagalan birokrasipemerintah dalam menyediakanlayanan publik yang menghargaihak dan
martabat warga negara sebagai pengguna layanan juga melemahkan legitimasi pemerintah di mata
masyarakat Uceng, Andi., et al, (2019) pada tingkat yang lebih luas, ketidakpercayaan antara pihak
swasta dan pihak asing untuk investasidi suatu wilayah karena ketidakpastian pelayanan public.

Untuk mengatasi kondisi ini dan menjawab tantangan zaman yang bergerak ke arah
globalisasi, reformasi dan rasionalisasi birokrasi diperlukan di Indonesia. Dalam pelayanan
pemerintah. Tujuannyaadalah untuk mengubah dan memperbaikistruktur. Birokrasipelayananyang
terkesan lamban, berbelit-belit, dan tidak adil Pemerintahan yang baik (good governance).

Karena perubahan yang begitu cepat terjadidi bidang politik, ekonomi, dan sosial, reformasi
birokrasi muncul. Ciri khas birokrasi Indonesia adalah representasi organisasi yang lamban, kaku,
berbelitbelit, dan terpusat, serta struktur hierarkikomando. Jadi, birokrasi menjadirumit, mahal, dan
tidak efisien. Untuk mencapainya, diperlukan suatu kesadaran akan pentingnya memperbaiki
birokrasi sebagaisistem publik. Reformasiadalah transformasidari suatu sistem yangtelah ada sejak
lama. Upaya untuk mengubah birokrasiyang dilakukan dengan sumber daya manusia,
dana, prasarana dan masalah lainnya untuk menghasilkan kebijakan, perilaku, program dan hal-hal
lain.

Reformasi pelayanan publik membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik dan peningkatan pelayanan publik. Merupakan upaya untuk
menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara dan warga negara sertatanggungjawab negara
untuk menyediakan layanan publik. Di dalam Untuk reformasi, peraturan hukum yang jelas
diperlukan. Untuk meningkatkan kualitas, memastikan penyediaan pelayanan publik yang sesuai
dengan standar umum pemerintahan yang baik, dan memberikan perlindungan kepada setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang saat menjalankan pelayanan public
(AndiAsmawati., etal, 2021).

Proses manajemen perubahan diperlukan agar reformasi birokrasi berhasil. Proses
menentukan, memulai, menerapkan, dan mengintegrasikan perubahan dalam individu, kelompok,
atau organisasi dikenal sebagai manajemen perubahan. Rangka mengadaptasi dan mengantisipasi
perubahan lingkungannya, tumbuh dan menghasilkan keuntungan manajemen perubahan terdiridari
tujuh langkah.

Langkah pertama, adalah menentukan cita-cita, masalah, dan solusi organisasi untuk
membangkitkan semangat dan komitmen setiap anggota. Pada saat ini, setiap linipemerintahanharus
memahami tujuan instansi dan mereka hadapi, dan bagaimana mereka menangani atau
menyelesaikannya dengan bekerja sama. Jika merekaingin melakukan solusi bersama, mereka harus
terlibat dalam diskusi dan keputusan.
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Langkah kedua, mengembangkanvisibersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasidiri
maupun organisasi agar dapat mencapaiapa yangdicita-citakan.

Langkah ketiga, menentukan ke pemimpinan. Didalamintansi pemerintahan, kepemimpinan
biasanya di pegang para pejabat eleson. Padahal, kepemimpinan harius ada pada semua level agar
dapat mengontrolperubahan. Pemimpin tertinggiharus memastikan orang-orangyang kopeten dan
jujurlah yang berperan sebagaipemimpin pada level-lebeldibawahnya.

Langkah keempat, fokus pada hasil kerja. Langkah itu di lakukan dengan membuat
mekanisme asessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai atau tiap tim yang diberi tugas
tertentu.

Langkah kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di intansi kemudia dorong agar perubahan
ituh menyebar ke unit-unitlain di seluruh instansi.

Langkah keenam, membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur yang mengukuhkan
perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi

Langkah ketujuh, mengawasi dan menyesuikan strategi untuk merespons permasalah yang
timbul selama proses perubahan berlangsung.

Selain melakukan restrukturisasi manajemen, dalam meningkatkan reformasi birokrasi
diperlukan upaya-upaya stategis yang disebut juga dengan Strategi reformasi birokrasi diantaranya
(Husni, Muthia Fadhilah. 2022).

a. Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang
berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur,
partisipasi, pengaduan, gugatan).

b. Padalevelorganisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi,
pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan Standar
KinerjaIndividu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi
dimensitangibles, reliability, responsiveness, assurancedan emphaty.

d. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan
melakukan perbaikan (Husni, Muthia Fadhilah. 2022).

Masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, kredibilitas
pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut. Menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan
merekayang dia miliki. Dari perspektif mikro, hal-hal berikut dapat digunakan untuk mengatasi
masalah tersebut:

1. Membuat kontrak pelayanan (Citizens’ charter) Kontrak pelayanan adalah suatu pendekatan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat
perhatian. Kontrak pelayanan diperlukan karena beberapa hal : 1) untuk memberikan ke pastian
pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan. 2) memberikan informasi
mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan stakeholder lainnya
dalam keseluruhan proses penyelenggara pelayanan, 3) mempermudah pengguna layanan,
warga, dan stakeholder lainnya dalam mengontrol praktik penyelenggara pelayanan, 4) untuk
mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggara pelayanan 5)
membantu manajemen pelayanan mengidenrifikasi kebutuhan, harapan, dan aspirasi pengguna
layanan.
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2. Untuk mempertahankan kepuasan masyarakat, perlu dikembangkan suatu sistem untuk menilai
kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut
ide tentang manajemen pelayanan, kepuasan Pelanggan dapat mencapai apabila penyedia
menyediakan produk dan layanan pelayanan memenuhistandar kualitas masyarakat. Akibatnya,
surveiKepuasan pelanggan sangat penting untuk peningkatan pelayanan public (Mustanir,
Ahmad, 2017).

3. Penggunaan pemerintahan elektronik dalam manajemen layanan publik: lembaga pemerintah
semakin didorong untuk membangun model komunikasi dan transaksi yang sepenuhnya
bergantung padajaringan. Internet untuk mengurangibiaya dan mengubah penyedialayanan ke
masyarakat dengan mengurangi interaksi langsung yang sebenarnya adalah sumber yang
korupIni adalah keuntungan dari menerapkan pemerintahan elektronik di kota/kab. Di
antaranya Peningkatan kualitas pelayanan: layanan publik yang dapat diakses sepanjang hari di
mana pun (karena teknologi internet) Dengan teknologi online, banyak proses dapat dilakukan
dalam bentuk digital, hal ini akan menurunkan penggunaan kertas, atau pekerjaan kertas,
sehingga proses lebih efisien dan menghemat Proses dan database terintegrasi menghasilkan
data yang lebih akurat dengan biaya yang lebih rendah. kesalahan identitas, dll. Semua proses
dapat dilihat karena semua dilakukan secara online.

4. Sistem Manajemen Mutu Pelayanan (Total Quality Management, atau TQM) adalah paradigma
manajemen baruyang bertujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi melalui peningkatan
terus menerus. Atas kualitas produk, jasa, karyawan, dan lingkungan perusahaan. TQM mungkin
dicapai. Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: berpusat pada pelanggan, obsesi kualitas,
pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kolaborasi tim, perbaikan sistem
berkesinambungan, pendidikan, dan pelatihan, sementara Gaspersz (1997) menyatakan bahwa
kualitas pelayanan harus Memperhatikan: ketepatan waktu, akurasi, dan kesopanan kemudahan
mendapat pelayanan, tanggungjawab, kelengkapan, dan keramahan.

5. Kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dengan perkembangan paradigma pemerintahan
modern, tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, memungkinkan kerja sama dan
pembagian peran.
antara elemen swasta, publik, dan pemerintah. Tuntutan publik terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik mendorong pemerintah untuk berbagi peran dengan organisasi non-
pemerintah. Ini tidak mungkin. Karena kekurangan dana dan sumber daya manusia, mereka
masih harus menyelesaikan semuatugas. untuk bekerja sama dan bekerja sama dengan pihak lain
agar Kualitas  pelayanan publik dapat dipertahankan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Sebenarnya, berbagaijenis kerjasama telah digunakan sejak lama, termasuk dalam
bentuk privatisasi, kontrak keluar, pengembangan transfer operasi, dan pengembangan
sendiri operasi, dan model kolaborasi publik-privasi (PPP) (Latif dan Mustanir, 2019).

4. KESIMPULAN
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Hubungan antara birokrasidan politik di Indonesia menunjukkan dinamikayang kompleks, berada
di antara pola kolaborasi dan konflik. Kolaborasi terjadi ketika birokrasi bekerja secara sinergis dengan
aktor politik untuk mewujudkan kebijakan publik dan tujuan pembangunan, yangidealnya didukung oleh
profesionalisme dan independensi birokrasi. Namun, konflik sering muncul akibat politisasi birokrasi, di
mana tekanan politik mengganggu netralitas dan efektivitas birokrasi dalam menjalankan tugasnya.
Fenomena ini dipengaruhioleh faktor sejarah, budaya politik, dan tantangan reformasi birokrasi yang
belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah strukturaldan intervensipolitik.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan birokrasi yang profesional,
bebas dari kepentingan politik partisan, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, hubungan antara birokrasi dan politik dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan
publik yanglebih baik dan pembangunan nasionalyang berkelanjutan.
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